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Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dengan 
luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km2 yang memiliki 
keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. 
Dalam fiqh siyasah masalah ini juga masuk dalam lingkup Siyasah 
Tanfidziyah. Siyasah Tanfidziyah adalah bagian fiqh siyasah yang 
membahas masalah pelaksanaan perundang-undangan Negara. secara 
tidak langsung juga islam melarang penangkapan Benir Lobster dan juga 
menegaskan bahwa perilaku ini termasuk tindak kriminal. Beberapa tahun 
terakhir yakni dari tahun 2017 kegiatan ekonomi ini menjadi pusat 
perhatian karena telah terjadi proses pemanfaatan sumber daya laut yaitu 
Lobster yang melampaui kemampuannya. 
Dari latar belakang yang penulis jelaskan, rumusan masalah yang 
akan dipecahkan oleh penulis yaitu bagaimana implementasi Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 terhadap 
penangkapan Benih Lobster di pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir 
Barat dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang Implementasi 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 
terhadap penangkapan Benih Lobster di pantai Tanjung Setia Kabupaten 
Pesisir Barat. Tujuan dari  penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor 12/PERMEN-KP/2020 terhadap penangkapan Benih Lobster dan 
untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang 
Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
12/PERMEN-KP/2020 terhadap penangkapan Benih Lobster. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 
lapangan (field reasearch) dengan penelitian ini bersifat deskriptif 
kualitatif dengan sumber data primer (diperoleh langsung dari lapangan) 
dan data sekunder (buku, jurnal dsb.) dan metode pengumpulan data yaitu 
dengan observasi, wawancara dan dokomentasi. Sedangkan analisa data 
dilakukan dengan kualitatif dengan metode berfikir Induktif. 
Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa 
implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
12/PERMEN-KP/2020 berisikan aturan tangkap Lobster, Kepiting dan 
Rajungan, berdasarkan hasil wawancara diketahui masih ada sebagian 
nelayan yang masih melakukan penangkapan yang tidak sesuai dengan 
peraturan tersebut seperti penangkapan benih Lobster yang ada di pantai 
Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat. Dalam Hukum Islam dianjurkan 
memanfaatkan apa yang ada disekitar manusia, namun pemanfaatan itu 
dibatasi oleh hak dan melarang untuk membuat kerusakan. Oleh karena itu 
praktik penangkapan dan penjualan benih Lobster dilihat dalam hukum itu 
dilarang karena masih banyak nelayan tidak mematuhi aturan yang telah 





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 
LAMPUNG 
FAKULTAS SYARI’AH 
Jl.Letkol. Hendro Suratmin Sukarame  Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260 
 
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : Elisa Efriyani 
NPM  : 1621020179 
Jurusan/Prodi  : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) 
Fakultas  : Syari’ah 
 
Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: Implementasi Peraturan 
Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 
Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan Perspektif  
Hukum Islam (Studi Di Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat). 
Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan 
duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian 
yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. 
Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, 
maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. 
 
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi. 
 














UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 
LAMPUNG 
FAKULTAS SYARI’AH 










Nama :  Elisa Efriyani 
NPM :  1621020179 
Jurusan :  Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) 




Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang 
Munaqosah Fakultas Syari’ah Universitas Islam 
Negeri Raden Intan Lampung 
 
      




Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. H. Rohmat, S.Ag., M.HI 
NIP. 195904161987031002 NIP. 197409202003121003 
 
Mengetahui 






  NIP. 19800315200911017 
Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan 
Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 
Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan 
Rajungan Perspektif Hukum Islam (Studi Di 





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 
LAMPUNG 
FAKULTAS SYARI’AH 
Jl.Letkol. Hendro Suratmin Sukarame  Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260 
 
PENGESAHAN 
Skripsi dengan judul : Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan 
Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan 
Lobster, Kepiting dan Rajungan Perspektif Hukum Islam (Studi Di 
Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat), oleh: Elisa Efriyani, NPM: 
1621020179, Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), telah 
di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah pada 
Hari/Tanggal:  
 
TIM DEWAN PENGUJI 
Ketua : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag (……………) 
Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I. (……………) 
Penguji Utama : Dr. Jayusman, M.Ag.    (……………) 
Penguji I : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. (……………) 
Penguji  II : H. Rohmat, S.Ag., M.HI (……………) 
 
Mengetahui 














                   
           
 (٤١الروم : ) 
 
“Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka 
merasakan sebagian dari (akibat)perbuatan mereka,  
agar mereka kembali(ke jalan yang benar)”.  
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A. Penegasan Judul 
Proposal ini berjudul “ Implementasi Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-
KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan 
Rajungan Perspektif Hukum Islam (Studi di Tanjung 
Setia Kabupaten Pesisir Barat)”. Sebelum menguraikan 
pembahasan penelitian dengan judul tersebut, terlebih 
dahulu akan dijelaskan berbagai istilah yang terdapat pada 
penelitian ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman 
bagi pembaca. Dalam penegasan judul ini akan dijelaskan 
secara umum cakupan penelitian serta membatasi arti 
kalimat dalam penulisan agar makna yang dimaksud dapat 
digambarkan dengan jelas. 
1. Implementasi menurut KBBI pelaksanaan atau 
penerapan. Secara umum implementasi adalah suatu 
tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun 
secara cwermat dan rinci (matang).
1
 
2. Dalam 12/PERMEN-KP/2020 : “Penangkapan dan/atau 
pengeluaran Lobster (Panulirus spp), di atau dari 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya 
dapat dilakukan dengann ketentuan:  
                                                             
1
 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, 




a. Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada 
Abdomen luar dan ukuran panjang karapas di atas 6 
(enam) cm atau berat di atas 150 (seratus lima puluh) 
gram per ekor untuk Lobster pasir (Panulirus 
homarus) atau.  
b. Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada 
Abdomen luar dan ukuran panjang karapas di atas 8 
(delapan) cm atau berat di atas 200 (dua ratus) gram 
per ekor untuk Lobster jenis lainnya”.2 
3. Hukum Islam adalah (al-adillah al-syar‟iyyah al-
islamiyayah), atau dalil syar’i adalah rujukan 
pengambilan keputusan untuk menghukum suatu 
perbuatan dalam syariat islam dengan cara dibenarkan. 
Hukum islam juga disebut hukum-hukum Allah SWT, 
yang berkewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas 
didalam Al-Qur’an atau hukum-hukum yang ditetapkan 
secara langsung oleh wahyu.
3
 
Berdasarkan data di  atas dapat diperjelas bahwa yang 
dimaksud dalam judul ini dimana penangkapan benih Lobster 
di Tanjung Setia yang dilakukan nelayan sejak tahun 2017 
adalah sebuah penelitian untuk menganalisis secara mendalam 
tentang Implemtasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster, 
                                                             
2
 12/PERMEN-KP/2020 Pasal 2  
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 Siti Mahmudah, Historisitas Syari‟ah Kritik Relasi –Kuasa 




Keiting, dan Rajungan Perspektif  Hukum Islam di Tanjung 
Setia Kabupaten Pesisir Barat.   
B. Alasan Memilih Judul 
1. Alasan Objektif 
Masih maraknya penangkapan Benih Lobster 
yang ada di perairan Pesisir Barat khususnya pantai 
Tanjung Setia meskipun sudah diatur dalam Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-
KP/2020  Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), 
Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus 
Pelagicus). 
2. Alasan Subjektif 
a. Data dan literatur yang mendukung pembahasan 
skripsi ini cukup tersedia, sehingga skripsi ini 
mampu diselesaikan tepat pada waktunya 
b. Masalah yang sedang dibahas dalam kajian ini 
sesuai dengan jurusan yang sedang penulis dalami, 
yaitu Hukum Tata Negara (Siyasah Syar‟iyyah). 
C. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di 
dunia dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 
juta km2 yang memiliki keanekaragaman sumber daya 
kelautan dan perikanan yang sangat besar.
4
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Pemerintah Kabupaten Selayar Dinas Kelautan dan Perikanan, 
Laporan Akhir Workshop Kabupaten Pengembangan Perdes (ECO : 
Natural Society, 2006), h. 9. 
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Dalam fiqh siyasah masalah ini juga masuk dalam 
lingkup Siyasah Tanfidziyah. Siyasah Tanfidziyah adalah 
bagian fiqh siyasah yang membahas masalah pelaksanaan 
perundang-undangan negara. Di sini negara memiliki 
kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan 
perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. 
5
 
Sebenarnya secara tidak langsung juga Islam melarang 
penangkapan Benur Lobster dan juga menegaskan bahwa 
perilaku ini termasuk tindak kriminal. Karena penangkapan 
Benih Lobster merupakan tindakan yang bersifat ekploitasi dan 
bisa merusak ekosistem laut. Islam muncul sebagai agama 
yang senantiasa menyeru umat manusia untuk berbuat 
kebaikan, kebenaran, dan senantiasa meninggalkan 
kemungkaran. Oleh karena itu, Islam selain agama monoteisme 
juga merupakan agama yuridis, Islam senantiasa 
mengkonstruksikan kerangka nilai dan norma tertentu pada 
umatnya, agar selalu bertindak serta berperilaku berdasarkan 
pada tata aturan hukum yang telah disepakati. Tata aturan 
hukum dalam islam tersebut adalah ketentuan-ketentuan 
hukum yang didapat dari Al-Qur’an dan hadist yang disebut 
dengan Syar’i. 
Secara umum, tujuan syar’i dalam mensyari’atkan 
hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan 
manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (daruri) bagi 
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manusia, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan (hajiyyat) dan 
kebaikan-kebaikan manusia (tahsiniyyat) sehingga terwujudlah 
kemaslahatan manusia.
6
  Sebagaimana firman Allah SWT : 
           )۸۵:  حىد) 
Artinya: 
“Dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan 




Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan 
telah diamantkan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, yang menyatakan 
dengan tegas bahwa pengelolaan perikanan ditujukan untuk 
tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta 
terjaminnnya kelestarian sumber daya ikan.
8
  
Selain Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang 
Perikanan, juga mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan 
Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan 
(PortunusPelagicus spp), dimana Peraturan Menteri tersebut 
diterbitkan sebagai tindakan preventif untuk memberikan 
pembatasan penangkapan serta  menjaga kelestarian ketiga 
jenis spesies tersebut agar dapat dinikmati dalam jangka 
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panjang. Pembatasan penangkapan tersebut tercantum dalam 
pasal 2 yang berbunyi :“Penangkapan dan/atau pengeluaran 
Lobster (Panulirus spp), di atau dari wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengann ketentuan: 
a. Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen 
luar dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) cm atau berat 
diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk Lobster 
pasir (Panulirus homarus) atau. b. Tidak dalam kondisi 
bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran panjang 
karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) 
gram per ekor untuk Lobster jenis lainnya ” 
Salah satu indikator atas diterbitkannya Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-
KP/2020 dalam menjamin kelestarian ketiga jenis spesies 
tersebut di berbagai daerah khususnya di pantai Tanjung Setia 
Kabupaten Pesisir Barat masih banyak nelayan melakukan 
penangkapan Lobster dalam kondisi bertelur maupun dalam 
ukuran kecil. Maraknya kejadian tersebut didorong oleh 
mahalnya harga jual benih Lobster serta kurang serius penegak 
hukum dalam menangani permasalahan ini. Penangkapan benih 
Lobster itu sendiri merupakan salah satu mata pencahariaan 
para nelayan di wilayah tersebut, selain hasil yang diperoleh 
mengutungkan dengan harga yang dijanjikan oleh pihak 
pengepul itu sendiri dibandingkan dengan harga penjualan  di 
dalam negeri. Untuk per ekor benih Lobster itu sendiri senilai 
Rp. 5.000 hingga 20.000 per  ekornya. 
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Beberapa tahun terakhir yakni dari tahun 2017 kegiatan 
ekonomi ini menjadi pusat perhatian karena telah terjadi proses 
pemanfaatan sumber daya laut yaitu Lobster yang melampaui 
kemampuannya. Eksploitasi yang tidak diimbangi dengan 
pemahaman akan keberlanjutan biota laut sehingga menjadi 
permasalahan tersendiri bagi kelangsungan biota itu sendiri, 
sehingga dibeberapa daerah pesisir khususnya Kabupaten 
Pesisir Barat telah mendekati pemanfaatan maksimum (over 
fishing) yaitu keadaan dimana tingkat pemanfaatan telah 
mendekati kondisi yang memprihatinkan bagi kelestarian biota 
Lobster. 
Berdasarkan  uraian diatas maka peneliti ingin 
mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai Implementasi 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, 
dan Rajungan Perspektif Hukum (Studi di Tanjung Setia 
Kabupaten Pesisir Barat). 
 
D. Fokus Penelitian 
 Fokus dalam penelitian ini adalah untuk meneliti 
Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan 
Lobster, Kepiting dan Rajungan Khusus Lobster Perspektif  





E. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah di atas 
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini 
adalah:  
1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Kelautan 
dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 terhadap 
penangkapan Benih Lobster di pantai Tanjung Setia 
Kabupaten Pesisir Barat ? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang 
implementsai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor 12/PERMEN-KP/2020 terhadap penangkapan 
Benih Lobster di pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir 
Barat ? 
 
F. Tujuan Penelitian 
 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-
KP/2020 terhadap penangkapan Benih Lobster di pantai 
Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat ? 
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam 
tentang Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 terhadap 
penangkapan Benih Lobster di pantai Tanjung Setia 
Kabupaten Pesisir Barat ? 
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G. Signifikansi Penelitian 
1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat 
memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, dapat 
memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan dalam 
penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang 
dipelajari dalam rangka pengembangan ilmu 
pengetahuan hukum, khususnya Hukum Tata Negara 
dan politik (Siyasah) dan salah satu syarat dalam 
mencapai gelar sarjana hukum di fakultas syari’ah dan 
hukum  UIN Raden Intan Lampung. 
2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi 
bahan pemikiran yang positif bagi peneliti dan 
khususnya bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang 
Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Tentang 
Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan 
Perspektif Hukum Islam Studi di Tanjung Setia 
Kabupaten Peisir Barat. 
 
H. Metode Penelitian 
 Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang 
digunakan dalam mencari, menggali, mengelola dan 
membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh 
kembali pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Maka 
penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut : 
10 
 
1. Jenis dan Sifat Penelitian  
a. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan Penelitian 
Lapangan (Field research). Penelitian lapangan 
dilakukan untuk kancah kehidupan yang 
sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian 
dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan 
latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang 
diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.
9
 
b. Sifat Penelitian 
Dilihat dari segi sifatnya, Penelitian ini 
adalah penelitian Deskriptif, artinya peneliti yang 
menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan 
hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara 
sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi 
tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan 
cermat. 
10
Sifat penelitan yang digunakan Deskriptif 
Analisis yaitu suatu metode penelitian dengan 
mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, 
diimpresentasikan kemudian disimpulkan. 
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2. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
 Populasi digunakan untuk menyebutkan 
seluruh elemen/anggota dari seluruh wilayah yang 
menjadi sasaran peneliti
11
 atau keseluruhan objek 
peneliti, unit atau manusia, dapat juga berbentuk 
gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciro 
yang sama. Adapun populasi dalam penelitian ini 
adalah para nelayan di pantai Tanjung Setia 
berjumlah 150 orang, Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Pesisir Barat adalah 10 orang dan 
Kepolisian Perairan adalah 20 orang. 
b. Sampel 
 Sampel adalah bagian dari populasi yang 
hendak digeneralisasikan. Sampel yang dipakai 
dalam penelitan ini adalah Purposive Sampling. 
Penentuan sampel dalam teknik ini dengan 
pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan 
sampel.
12
 Adapun yang dijadikan sampel dalam 
penelitian ini adalah : 
1) Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabuaten Pesisir Barat, yang turut 
aktif dalam menyelenggarakan urusan bidang 
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kelautan dan perikanan. Adapun jumlah  
sampelnya adalah sebanyak 2 orang. 
2) Para nelayan untuk di pekon Tanjung Setia 
Kabupaten Pesisir Barat jumlah nelayan adalan 
150 orang. Menurut Suharsimi Arikunto 
(20013:108) “Sampel adalah sebagian atau 
populasi yang diteliti. Apabila subjek kurang dari 
100 lebih baik diambil semua. Jika subjeknya 
lebih dari 100 dapat diambil 10-15%” 
Berdasarkan pendapat diatas penulis mengambil 
sampel sebesar 10% dari 150 populasi. Dengan 
demikian jumlah sampel dalam penelitan ini 
adalah 15 orang nelayan.  
3) Kepoisian Perairan yang ikut serta dalam 
menjaga keamanan dan penegakkan hukum 
diwilayah perairan Kabupaten Pesisir Barat. 
Adapun jumlah sampelnya adalah 3 orang. 
Jumlah sampel semuanya adalah 2 orang + 
15orang + 3 orang = 20 orang 
3. Sumber Data 
a. Data Primer 
    Sumber data primer yaitu sumber data-
data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. 
Sumber data primer ini diperoleh dari sumber 
informan yaitu individu atau perorangan seperti 
hasil Interview (wawancara) yang dilakukan oleh 
13 
 
peneliti. Dalam penelitian ini dilakukan di pantai 
Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat. 
b. Data Sekunder 
   Data sekunder adalah data yang 
diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang 
melakukan penelitian dari sumber-sumber yang 
telah ada.
13
 Pengumpulan data sekunder dilakukan 
dengan cara  mengadakan studi kepustakaan 
(Library research). Studi kepustakaan dilakukan 
dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran 
dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara 
membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah 
literatur-literatur yang menunjang, peraturan 
perundang-undangan serta bahan-bahan lainnya 
yang mempunyai hubungan dengan permasalahan 
yang akan dibahas. 
4.  Alat Pengumpulan Data 
a. Observasi  
Observasi adalah pemilihan, pengubahan, 
pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan 
suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, 
sesuai dengan tujuan empiris.
14
 Observasi dilakukan 
di Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat. 
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b. Interview (Wawancara) 
 Interview (Wawancara) adalah suatu 
percakapan tanya jawab secara lisan antara dua 
orang atau lebih yang duduk berhadapan secara 
pisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.
15
 
Wawancara ini dimaksud untuk memperoleh data 
dalam penelitian.  Bentuk wawancara yang 
digunakan adalah wawancara tak berstruktur 
dengan beberapa orang yang memang berkapasitas 
dan patut untuk dimintai keterangan mengenai 
permasalahan yang peneliti ambil, cara ini 
dilakukan agar mudah untuk mencapai tujuan. 
c. Metode Dokumentasi 
 Metode dokumentasi adalah sebuah cara 
yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-
dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat 
dari pencatatan sumber informasi khusus dari 
karangan atau tulisan, jurnal, buku, undang-undang 
dan sebagainya.
16
 Dokumentasi yang digunakan 
peneliti terkait dengan pokok masalah yang peneliti 
ambil. Dokumen bisa berupa data-data dari Dinas 
Perikanan ataupun data dari lembaga-lembaga yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. 
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d. Teknik Pengelola Data 
 Data-data yang telah terkumpul diolah 
dengan cara: 
1) Pemeriksaan Data (Editing) yaitu pengecekan 
atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan 
karena kemungkinan data yang terkumpul itu 
tidak logis dan memeriksa ulang kesesuaian 
dengan permasalahan yang akan diteliti setelah 
data tersebut diteliti. 
2) Rekontruksi Data (Reconstructing) yaitu 
menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis 
sehingga mudah dipahami sesuai permasalahan 




5. Analisis Data 
 Setelah data diperoleh kemudian dilakukan 
analisis data. Adapun metode yang digunakan dalam 
analisis adalah metode kualitatif yaitu apabila data yang 
terkumpul hanya sedikit, bersifat monografis atau 
wujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun dalam 
struktral klasifikasi), maka analisisnya bersifat 
deskriptif kualitatif, selanjutnya analisa yang dilakukan 
akan ditarik kesimpulan terahir guna memberi jawaban 
terhadap masalah yang berkaitan dengan implementasi 
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Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
12/PERMEN-KP/2020. Setelah semua data terkumpul, 
penulis mengambil kesimpulan dari seluruh 
pembahasan dengan cara berpikir Induktif yaitu dimulai 
dari fakta yang bersifat khusus dan kongkret, ditarik 





                                                             
18
Louis Goot Schalk, Understanding Story, A. Primer Of Histirical, 






A. Fiqh Siyasah 
Kata fiqh berasal dari faqaha-yafquhu-fiqhan. 
Secara bahasa pengertian fiqh adalah “paham yang 
mendalam”.
19
Fiqh secara etimologis adalah keterangan 
tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si 
pembaca, atau paham yang mendalam terhadap maksud-
maksud perkataan dan perbuatan.
20
 Secara terminologis 
fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai 
dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari 
dalil-dalilnya yang fashil (terperinci, yakni dalil-dalil atau 




Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti 
mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, 
politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian 
kebahasaan ini mengisyratkan bahwa tujuan siyasah adalah 
mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas 
sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.
22
 
Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti 
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yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, 
membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. 
Siyasah secara terminologis dalam lisan al-Arab, 
siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan 
cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang 
fiqh dan siyasah maka dapat ditarik kesimpulan yakni, fiqh 
siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan 
dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala 
bentuk aturan hukum yang ada. Ruang lingkup Fiqh 
Siyasah mencakup Siyasah Dusturiyyah, Siyasah Maliyah, 
Siyasah Qadlaiyyah, Siyasah Tanfidziyyah, dan Siyasah 
Dauliyyah. 
1. Pengertian Fiqh Siyasah Tanfidziyah 
Siyasah Tanfidziyah adalah tugas melaksanakan 
undang-undang. Untuk melaksanakannya negara 
memilki kekuasaan ekskutif (al-sulthah al-tanfidziyah). 
Di sini negara memiliki kewenangan untuk 
menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-
undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal 
ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang 
berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang 
menyangkut dengan hubungan dengan negara lain  
(hubungan internasional). Pelaksana tertinggi 
kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) 
dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan 
menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan 
19 
 
tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara 
dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya 
kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari 
semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik 





2. Bentuk-bentuk Kekuasaan al-sulthah al-Tanfidziyah 
a. Imamah/Imam 
Dalam fiqh siyasah, kata Imamah biasanya 
diidentifikasikan dengan khilafah. Keduanya 
menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi 
dalam negara Islam.  Istilah Imamah banyak 
digunakan oleh kalangan Syi’ah, sedangkan istilah 
khilafah lebih populer penggunaannya dalam 
masyarakat Sunni. 
Imamah berasl dari kata umat, jamaknya 
umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. 
Dalam bahasa Inggrisnya disebut nation, people. 
Jadi imam berarti pemimpin atau orang yang di 
depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak 
menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah 
orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh 
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 Seperti diisyaratkan dalam QS. Al-
Anbiya’ ayat 73 berikut : 
                  
                      
    (٦٣:  االنبياء) 
Yang artinya :“Dan Kami mejadikan 
mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang 
memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami 
wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, 
melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat, dan 




Dengan demikian, secara harfiyah imam 
artinya pemimpin yang memiliki pengikut yang 
tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. 
Imamah menurut doktrin Syi’ah adalah tentang 
kepemimpinan politik dan spiritual dalam khilafah 
yang harus dipegang oleh salah seorang imam dari 
keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah 
Nabi Muhammad Meninggal. Sebab keluarga Nabi 
saw menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin 
Abi Thalib. Namun disaat mereka sibuk mengurus 
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jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai’at menjadi 
khalifah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti 
pembai’atan itu. Karena itu keluarga Nabi saw 
tersebut tidak segera berbai’at kepada Abu Bakar. 





Khilafah dalam terminologi politik Islam 
adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan 
sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala 
aspeknya yang berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah 
Rasulullah saw. Sedangkan khalifah adalah 
pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau 
disebut juga dengan imam a‟zham yang sekaligus 
menjadi pemimpin negara Islam sedunia atau 
disebut dengan khalifat al-muslim.  
c. Imarah/Amir 
Imarah merupakan ma dar dari mira yang 
berarti ke’ miraan atau pemerintahan. Kata mir 
bermakna pemimpin. Istilah mir di masa 
khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi 
penguasa daerah atau gubernu, juga sebagai 
komandan militer (mir al-jaisy), serta bagi jabatan-
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jabatan penting, seperti Amirul Mukminin, Amirul 
Muslimin, Amirul al-Umar. Sedangkan dalam 
kamus inggris diartikan sebagai “orang yang 
memerintah, komandan, kepala dan raja”. 
Berdasarkan makna-makna tersebut, mir 
didefinisikan sebagai seorang penguasa yang 
melaksanakan urusan. 
Secara umum penggunaan kata Amir yang 
berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam 
pertemuan di balai aqifah Bani Sa’idah. Gelar Mirul 
Mukminin diselamatkan pertama kali kepada 
khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah 
banyak mir membatasi hubungan dengan 
pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti-




Kata wizarah diambil dari kata al-wazr yang 
berarti al-tsuql atau berat. Dikatakan demikian 
karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas 
kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan 
sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan 
pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia 
modern, wazir mempunyai pengertian yang sama 
dengan menteri yang mengepalai departemen dalam 
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pemerintahan. Dalam First Encyclopedia of Islam 
disebutkan bahwa kata wizarah atau wazir ini 
diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab Zend 
Avesta, kata ini berasal dari “vicira” yang berarti 
orang yang memutuskan,  hakim. Dengan 
pengertian ini maka wazir adalah nama suatu 
kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, 
karena pejabat yang mengepalainya berwenang 
memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi 
kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang 
bersangkutan.
28
 Ada dua macam wazir yaitu sebagai 
berikut : 
1. Wizarah al-Tafwidziyah (Kementerian 
Delegatori) 
Adalah wazir yang diserahi tugas/wewenang 
tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan 
pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad 
para wazir sendiri maupun mengikuti pendapat 
para hakim. Akan tetapi juga berhak menangani 
kasus kriminal (mazalim) baik langsung 
maupun mewakilkan kepada orang lain. Selain 
itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata 
lain kewenangan kewenangan imam juga 
kewenangan wazir, kecuali tiga hal : pertama, 
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penentuan putra mahkota. Kedua, imam 
berwenang mencopot orang yang ditunjuk 
wazir, sedangkan wazir tidak dapat mencopot 
orang yang ditunjuk imam. Ketiga, imam boleh 
mengundurkan diri dari imamah.
29
 
2. Wizarah al-Tanfidziyah (Kementerian 
Pelaksana) 
Adalah wazir yang hanya melaksanakan apa 
yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan 
apa yang telah diputuskan oleh imam. 
Prinsipnya harus mematuhi dan mengikuti apa 
yang diperintahkan oleh khalifah,selain itu ia 




B. Alam Dalam Islam 
1. Pengertian Sumber Daya Alam  (Lingkungan) 
Alam (Lingkungan) merupakan karunia dari 
Allah SWT kepada manusia untuk dijadikan sebagai 
kelangsungan hidup dan menjadikannya sebagai alat 
bantu manusia untuk menjaga eksistensi sesama 
makhluk hidup dimuka bumi ini. Allah menciptakan 
langit, hutan, pohon, angin, sungai dan laut semata-
mata agar manusia menggunakannya sesuai dengan 
kebutuhannya. Allah menciptakan langit dan bumi agar 
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lingkungan yang ada di bumi ini dapat bermanfaat bagi 
manusia serta memberikan amanah kepada manusia 
untuk menjaga kelestarian lingkungan alam ini dengan 
cara tidak merusak alam atau eksploitasi yang 
berlebihan terhadap alam. 
Alam atau juga disebut dengan sumber daya 
alam adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan 
untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup 
manusia agar hidup lebih sejahtera. Sumber daya alam 
dibagi menjadi dua yaitu sumber daya alam yang hidup 
(hayati) dan sumber daya alam yang mmati (non 
hayati), kedua sumber daya alam ini dapat 
dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
manusia.
31
 Pemanfaatan sumber daya alam ditentukan 
berdasarkan kegunaan sumber daya alam tersebut bagi 
manusia. Oleh karena itu, nilai sumber daya alam 
ditentukan oleh nilai kemanfaaannya bagi manusia itu 
sendiri. Misalnya lahan pertanian yang subur dapat 
dijadikan daerah pertanian yang potensial. Manusia 
(penduduk) suatu negara merupakan sumber daya bagi 
negara tersebut karena manusia dapat memberikan 
manfaat bagi negaranya, seperti tenaga kerja, kemajuan 
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2. Ruang Lingkup Sumber Daya Alam 
Sumber daya alam mencakup semua pemberian 
alam baik di bawah maupun di atas bumi baik yang 
biotik maupun abiotik. Pengguan sumber daya alam 
yaitu sebagai konsumsi langsung, masukan untuk 
pengolahan, konsumsi untuk pengolahan lebih lanjut 
dan pengelolaan sumber daya alam untuk tujuan 
bermacam-macam. Sumber daya alam harus dikelola 




Secara umum sumber daya alam dapat 
diklasifikasikan kedalam dua kelompok yaitu: 
a. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharuhi 
yaitu sumber daya alam ini memiliki cadangan 
terbatas sehingga ekploitasi menghabiskan sumber 
daya alam. 
b. Sumber daya alam dapat diperbaharuhi artinya 
jumlah sumber daya alam berubah sepanjang 
waktu yaitu berapa jumlah yang dimanfaatkan 
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3. Macam-macam dan Sifat Sumber Daya Alam 
Sumber daya alam bukan hanya meliputi jumlah 
bahan yang ada yang siap  untuk diolah dan siap 
digunakan, akan tetapi sumber daya alam itu bersifat 
dinamis dan berubah-ubah. Mengenai banyak atau 
tidaknya nilai suatu sumber daya alam, tergantung pada 
waktu dan tempat, tingkat teknik dan penemuan-
penemuan baru, sikap manusianya terhadap sumber 
daya alam tersebut, dan perubahan dalam selera baik 
dalam negeri maupun luar negeri. Perubahan dalam 
variabel ini menyebabkan negara tersebut akan menjadi 
lebih buruk sumber daya alamnya meskipun jumlah 
fisik dari sumber daya alam tersebut tidak buruk. 
35
 
Macam-macam sumber daya alam dapat 
digolongkan sebagai berikut: 
a. Sumber daya alam yang tidak dapat habis  
Sumber daya alam ini merupakan sumber 
daya alam yang tidak pernah habis hal itu karena 
sumber daya alam ini mengalami siklus sepanjang 
masa. Sumber daya alam ini dapat kita temui dalam 
kehidupan sehari-hari, misalnya energi sinar 
matahari, udara, pasang surut air laut, angin dan 
lain-lain.  
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b. Sumber daya alam yang dapat diperbaharuhi 
Sumber daya alam yang dapat diperbaharuhi 
adalah jenis sumber daya alam yang relatif mudah 
untuk dipulihkan serta waktu yang diperlukan untuk 
pemuihan pun tidak terlalu lama. Oleh karena itu, 
pada saat sumber daya alam ini habis, maka dalam 
waktu dekat sumber daya alam tersebut dapat 
diperoleh kembali melalui proses pembaharuan 
secara alami.
36
 Berikut ini beberapa contoh sumber 
daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sebagai 
berikut: 
1. Tumbuh-tumbuhan 
Tumbuh-tumbuhan merupakan sesuatu 
yang sangat bermanfaat bagi manusia. Tidak 
hanya tumbuh-tumbuhan saja yang bisa 
dimanfaatkan oleh manusia tetapi buah yang 
dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan juga sangat 
bermanfaat bagi manusia. Tumbuhan juga 
berperan sebagai penghasil oksigen dan 
penghasil karbohidrat dari proses fotosintesis. 
Dalam siklus rantai makanan, tumbuhan 
menempati posisi sebagai produsen yang 
berperan sebagai penghasil makanan. Oleh 
karena itu tumbuhan ini dikatakan sebagai 
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sumber daya alam yang dapat diperbaharuhi 
karena pembaharuan tumbuhan ini bisa 
dilakukan dengan cukup mudah dan dalam 
waktu yang tidak terlalu lama. Pembahruan 
tumbuhan ini bisa dilakukan dengan penanaman 
kembali tumbuhan tersebut. 
2. Hewan  
Hewan merupakan salah satu sumber 
daya alam karena bermanfaat bagi manusia, 
yaitu dapat membantu pekerjaan manusia dan 
sebagai sumber pangan bagi manusia. Hewan 
dikatakan sebagai sumber daya alam yang dapat 
diperbaharui karena pembaharuan hewan 
dilakukan dengan mudah yaitu dengan cara 




3. Air  
Air secara umum diketahui sangat 
dibutuhkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh 
karena itu air merupakan salah satu sumber daya 
alam yang dapat diperbahrui karena dalam 
pembahruan air cukup mudah dan tidak 
memerlukan waktu yang lama, karena air 
mempunyai siklus tersendiri, sehingga air 
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4. Tanah  
Tanah merupakan sumber daya alam 
yang sangat bermanfaat bagi manusia, yaitu 
sebagai tempat tinggal manusia. Tanah 
dikatakan sebagai sumber daya alam yang dapat 
diperbaharui karena pembaharuan tanah sangat 
mudah yakni terbentuk dari sisa-sisa jasad 
makhuk hidup yang sudah mati.
39
 
c. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharuhi 
Jenis atau klasifikasi sumber daya alam 
menurut sifatnya yang selanjutnya adalah sumber 
daya alam yang tidak dapat diperbaharuhi. Sumber 
daya alam ini adalah kebalikan dari sumber daya 
alam yang dapat diperbaharuhi. Yaitu jenis sumber 
daya alam yang apabila persediaanya habis maka 
untuk menyediakannya kembali akan sangat sulit 
membutuhkan waktu yang sangat lama, atau 
mungkin bahkan tidak dapat disediakan lagi. Proses 
penyediaan kembali sumber daya alam ini 
membutuhkan waktu yang sangat lama, apabila 
kondisi lingkungan memungkinkan. Sumber daya 
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alam yang ridak dapat diperbaharui ini jumlahnya 
sangat banyak, dan seringkali kita 
memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hati.
40
 
Berikut ini sumberdaya alam yang tidak dapat 
diperbaharui yaitu : 
1. Minyak Bumi 
Minyak bumi merupakan sumber daya 
alam yang tidak dapat diperbaharui. Minyak 
bumi ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan 
oleh manusia dalam berbaga hal. Oleh karena 
itu minyak bumi dikatakan sebagai sumber daya 
alam. Di alam ini minyak bumi jumlahnya 
sangat terbatas dan tidak dapat diperbaharui. 
Minyak bumi ini terbentuk dari endapan 
makhluk mikroorganisme mulai dari zaman 
purba dan memerlukan waktu hingga jutaan 




2. Gas Alam 
Gas alam atau gas bumi ini termasuk 
sumber daya alam karena sangat bermanfaat 
bagi manusia. Gas alam atau gas bumi ini 
mempunyai peranan atau energi yang dapat 
digunakan manusia dalam berbagai aktivitas 
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sehari-hari, misalnya untuk pembangkit listrik 
dan sebagai bahan bakar untuk memasak. Gas 
alam ini jumlahnya terbatas, dan untuk 
memperbahruinya pun memerlukan waktu yang 
lama. Oleh karena itu gas alam dikatakan 
sebagai sumber daya alam yang tidak dapat 
diperbaharui. 
3. Emas  
Emas adalah barang tambang yang 
sangat berharga dan sangat berguna bagi 
manusia. Emas merupakan jenis batuan alam 
yang terbantuk dari proses alami yang ada di 
bumi sehingga jumlahnya sangat terbatas. Oleh 
sebab itu emas dapat dikatakn sebagai sumber 
daya alam yang tidak dapat dierbaharui. 
4. Batubara  
Batubara tercipta dari pembusukan 
bagian-bagian dari tumbuhan, sisa tumbuhan 
yang membentuk gambut yang kemudian 
mengendap disuatu tempat. Karena adanya 
suatu tekanan dari penimbunan dan juga adanya 
gerakan dari tanah, kemudian gambut-gambut 






4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Islam 
Islam memberikan kebebasan kepada manusia 
untuk memanfaatkan sumber daya alam yang bersifat 
publik (umum). Sumber daya alam yang bersifat publik 
ini adalah kekayaan yang menjadi hak milik semua 
orang atau segolongan manusia, dan hak 
pemanfaatannya dapat dinikmati oleh mereka semua 
tanpa monopoli atau eksploitasi secara sepihak untuk 
kepentingan pribadi. Dengan kata lain, aset publik ini 
dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat 
atau seluruh anggota kelompok tertentu (yang 
memilikinya), tanpa ada penyempitan hak pada satu 
individu.
42
Namun sumber daya alam bersifat publik ini 
dibatasi oleh pertanggung jawaban dan kepatuhan 
kepada syariah. Artinya pemilik hak dilarang 
menggunakan haknya secara berlebihan atau 
menyebabkan pelanggaran hak dan dan menyebabkan 
kerugian terhadap orang lain maupun terhadap hak 
kepentingan masyarakat masyarakat yang 
mengakibatkan hukuman penjara (ta‟zir). 
Alam mempunyai eksistensi riil, objek serta 
bekerja sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku 
tetap (qadar) bagi alam, atau sering disebut sunatullah. 
Seluruh alam raya ini diciptakan untuk digunakan oleh 
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manusia untuk melanjutkan kehidupan. Hingga tujuan 
menciptaan manusia itu hanya untuk beribadah kepada 
Allah. Dan semua yang ada di bumi ini diciptakan 
Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti 
dalam firman Allah dalam surat An Nahl ayat 14 
berikut : 
                     
                
               (النحل 
 :١٤) 
Artinnya :”Dan Dialah Allah yang 
menundukkan lautan (unntukmu) agar kamu dapat 
memakan daripadanya daging yang segar, dan kamu 
mengeluarkan dari lautan perhiasan yang kamu pakai. 
Kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya 





Masalah lingkungan hidup merupakan masalah 
global yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 
manusia. Lingkungan yang baik dan sehat menjadi 
barang yang langka dan sulit untuk didapatkan, karena 
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hampir setiap ruang sudah terjadi kerusakan. Kerusakan 
lingkungan ini salah satunya disebabkan oleh tingginya 
nafsu manusia untuk mengambil manfaat dari alam. 
Padahal Allah menciptakan dan sumber daya alam ini 
dimaksudkan untuk kemakmuran manusia.
44
 Oleh 
karena itu manusia seharusnya tidak melakukan 
perusakan terhadap lingkungan dengan mengeksploitasi 
sumber daya alam secara berlebihan.  
Adanya tindakan manusia melakukan 
eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam 
diakibatkan oleh adanya pandangan manusia 
anthroposentris terhadap alam, yang memandang 
manusia adalah pusat dari alam semesta. Sehingga alam 
dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi hanya 
utuk memuaskan keinginan manusia. Padahal Allah 
SWT telah mengingatkan manusia dalam QS Ar-Ruum 
ayat 41 : 
                 
              
     (٤٧:  الروم) 
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Artinya “Telah tampak kerusakan didarat dan 
dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. 
Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian 
dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali 
(ke jalan yang benar)”.
45
 
Dari peringatan Allah SWT tersebut, ada dua 
hal pokok menjadi dasar pandangan Islam dalam isu 
perusakan lingkungan. 
a. Islam meyadari bahwa telah dan akan terjadi 
kerusakan lingkungan baik di daratan maupun 
lautan yang berakibat pada turunya kualitas 
lingkungan tersebut dalam mendukung hajat hidup 
manusia. 
b. Islam memandang manusia sebagai penyebab utama 




Problem lingkungan yang kini dihadapi umat 
manusia umumnya disebabkan oleh dua hal : pertama, 
kejadian alam sebagai peristiwa yang harus terjadi 
sebagai akibat proses dinamika alam. Kedua, peristiwa 
yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Kedua 
bentuk kejadiaan ini mengakibatkan ketidak 
seimbangan pada ekosistem dan ketidaknyamanan 
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kehidupan makhluk hidup baik manusia, tumbuh-
tumbuhan maupun hewan. Ketidak seimbangan dan 
ketidaknyamanan tersebut dalam kader tertentu dapat 
dikatakan sebagai bencana.Masalah lingkungan akan 
timbul dari adanya interaksi antara aktivitas ekonomi 
manusia dan sumber daya alam, yang berawal dari 
adanya permintaan masyarakat akan barang dan jasa, 
selanjutnya meningkatnyya permintaan sumber daya 
alam. Melalui kegiatan ekonomi, sumber daya alam 
yang semakin meningkat dan dilakukan terus menerus 
tanpa diikuti usaha lain untuk melestarikannya maka 
daya dukung lingkungan akan menjadi berkurang. Hal 
ini tentunya memberikan dampak yang cukup serius 
bagi kelangsungan hidup masyarakat.
47
 
Secara prinsip islam tidak melarang manusia 
untuk memanfaatkan kekayaan alam yang telah Allah 
SWT sediakan untuk manusia sebagaimana yang telah 
dimanifestasikan dalam QS. Al-Hijr ayat 19-20 
                  
                  
          (٥.-١٤:  الهجر) 
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Artinya “Dan Kami telah menghamparkan 
bumi, dan Kami menjadikan kepadanya gunung-
gunung, serta Kami tumbuhkan disana segala sesuatu 
menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan 
kepadanya sumber-sumber kehidupan, untuk 
keperluanmu, dan (Kami ciptakan pula) makhluk-




Lingkungan hidup sebagai sumber daya 
mempunyai regenasi dan asimilasi yang terbatas selama 
eksploitasi atau penggunaannya dibawah batas daya 
regenerasi atau asimilasi, maka sumber daya 
terbaharuhi dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi 
apabila batas itu dilampaui, sumber daya akan 
mengalami kerusakan dan fungsinya sebagai faktor 
produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan 
mengalami gangguan, sehingga manusia mempunyai 
tanggung jawab untuk memelihara dan memakmurkan 
alam sekitarnya serta menjaganya tetap lestari karena 
membuat kerusakan terhadap alam semesta dianggap 
sebagai sebuah kejahatan.
49
 Sebagaimana dinyatakan 
dalam al-Qur’an Asy-Syura ayat 183 : 
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                  
  (٦۵٤:  الشمراء) 
Artinya “Dan janganlah kamu merugikan 
manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu 




Islam memberikan kebebasan kepada setiap 
pemilik hak untuk mempergunakan haknya sesuai 
dengan kehendaknya, selagi tidak bertentangan dengan 
syariat Islam. Pemilik hak dilarang menggunakan 
haknya untuk hal-hal yang dilarang oleh syara’ seperti 
menggunakan haknya tetapi merusak lingkungan atau 
alam. 
Kebebasan menggunakan hak dibatasi oleh hal 
yang tidak bertentangan dengan syara’ dan tidak 
melanggar hak atau merugikan orang lain. Prinsip 
perlindungan hak serta kebebasan dalam menggunakan 
hak pribadi harus sejalan dan seimbang dengan 
perlindungan hak orang lain terutama perlindungan hak 
masyarakat umum.  Penggunaan hak secara berlebihan 
yang menimbulkan pelanggaran hak dan kerugian 
terhadap kepentingan orang lain atau terhadap hak 
masyarakat umum dalam hukum islam disebut ta‟assul 
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Menurut para fuqaha keharaman ta‟assul fi 
isti‟mal al-haq disebabkan oleh dua hal yaitu: 
a. Setiap orang dilarang menggunakan haknya secara 
sewenang-wenang, sehingga membawa madharat 
bagi orang lain. Oleh karena itu, penggunaan hak 
dalam syari’at Islam tidak bersifat mutlak tetapi 
dibatasi dengan tidak membawa madharat kepada 
orang lain baik perorangan maupun masyarakat. 
b. Penggunaan hak-hak pribadi tidak hanya untuk 
kepentingan pribadi saja. Tetapi juga harus 
mendukung hak-hak masyarakat, karena kekayaan 
yang dimiliki seseorang merupakan bagian dari 
kekayaan seluruh manusia. Hak-hak pribadi boleh 
diambil atau dikurangi untuk membantu hak-hak 




Dalam Hukum Islam membeda kan hak menjadi 
dua yaitu sebagai berikut  
a. Hak Allah yaitu hak yang kemanfaatannya 
ditujukan untuk melindungi kepentingan umum. Hal 
ini disandarkan dengan asma Allah karena 
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kemanfaatannya yang sangat besar untuk 
melindungi kepentingan publik. Hak Allah dibagi 
menjadi beberapa macam yaitu: Pertama, Ibadah 
murni (Iman kepada Allah, shalat, puasa dan lain-
lain). Kedua, Hukuman murni (pencuri, pezina dan 
lain-lain). Ketiga, Hukuman terbatas yaitu 
hilangnya hak mewarisi harta orang yang dibunuh 
bagi pembunuh. Keempat, ibadah yang 
mengeluarkan harta benda (zakat dan haji). Kelima, 
Hak asli yang tidak tergantung kepada suatu 
kewajiban yang harus ditunaikan.
53
 
b. Hak Manusia adalah yang ditujukan untuk 
melindungi kepentingan manusia secara individu 
sebagai pemilik hak. Pelanggaran terhadap hak-hak 
manusia ini memiliki beberapa hukuman yang 
bersifat: Pertama, Adanya pemaafan yaitu 
pembebasan atau pengguguran serta perdamaian 
dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kedua, Hak 
penuntutan kepada pihak korban. Ketiga, Hukuman 
dapat bertambah apabila perbuatan pidana berulang. 
Keempat, Hukuman budak sama dengan hukuman 
orang merdeka. Kelima, berlaku cecara turun 
temurun kepada pihak korban.  
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5. Hak Kepemilikan Sumber Daya Alam 
Hak kepemilikan ini merupakan hubungan 
antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh 
syara’, dimana manuisa mempunyai kewenangan 
khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta 
tersebut selama tidak ditemukan larangannya. Secara 
terminology hak milik adalah pengkhususan seseorang 
terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk 
bertindak hukum terhadap benda tersebut (sesuai 
dengan keinginannya) selama tidak bertentangan 
dengan syara’. Oleh karena itu kepemilikan dapat 
diartikan sebagai kepemilikan harta yang didasarkan 
kepada agama. Manusia itu sendiri tidak mempunyai 
hak mutlak untuk mempergunakan kepemilikan 
tersebut, melainkan harus sesuai dengan aturan syara’ 
sebagai batasan.
54
 Adapun prinsip dasar hak milik 
dalam islam yaitu sebagai berikut: 
a. Pemilik mutlak, alam semesta ini adalah milik 
Allah SWT. Oleh sebab itu pemanfaatan dan 
pengelolaan alam semesta harus tunduk dengan 
ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT. 
b. Manusia sebagai pemilik terbatas oleh Allah atas 
alam semesta. Oleh karena itu kepemikan dan cara 
pemanfaatannya telah ditentukan olehNya. Hal 
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tersebut memiliki beberapa konsekuensi: Pertama, 
Hak milik bukan merupakan sesuatu yang 
permanen atau berlaku secara mutlak tetapi hak 
milik dapat berubah sesuai dengan ketentuan 
perubahan yang diatur oleh syara’. Kedua, 
kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dalam 
hak milik yaitu antara hak dan kewajiban 
merupakan sebuah konsekuensi logis, sehingga 
keduanya harus dilakukan. 
c. Allah SWT menciptakan alam semesta bukan 
untuk diriNya sendiri melainkan untuk kepentingan 
sarana hidup (wasilah al-hayah) bagi seluruh 
makhluk (alam semesta dan isinya) agar tercapai 
kemakmuran dan kesejahteraan hidup. 
d. Manusia harus mempertanggung jawabkan 
penggunaan hak milik terbatas tersebut kepada 
Allah SWT kelak di akhirat. 
Adapun macam-macam kepemilikan yaitu 
sebagai berikut : 
a. Kepemilikan Individu (al-milkiyyah al-
fardiyyah//private property) yaitu kekayaan yang 
dapat dimiliki oleh setiap individu masyarakat 
melalui sebab-sebab kepemilikan yang diisyaratkan 
oleh Allah seperti pemberian harta negara kepada 
rakyatnya. Kepemilkan pribadi merupakan 
ketentuan hukum syara’ yang berlaku bagi zat 
44 
 
maupun kegunaan tertentu, yang memungkinkan 
pemiliknya untuk memanfaatkan barang tersebut. 
Ibnu Taimiyah mengatakan memberikan 
pengharagaan tertinggi atas hak individu dalam 
kegiatan ekonomi, kemudian menegaskan batasan-
batasannya yaitu dengan tidak bertentangan dengan 
syariat Islam dan tidak menimbulkan kerugian bagi 
dirinya maupun orang lain.
55
 
b. Kepemilikan Umum (al-milkiyyah al-„amah/public 
proverty) artinya atas ijin syara’ kepada suatu 
masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan 
suatu benda. Kepemilikan umum ini dimungkinkan 
dalam islam apabila suatu benda pemanfaatannya 
diperuntukkan bagi masyarakat umum dimana 
masing-masing saling membutuhkan. Kepemilikan 
umum ini seperti hasil tambang, minyak, gas, 
listrik, air, hasil hutan dan lain-lain.
56
 
c. Kepemilikan Negara (milkiyyah al-dawwlah/state 
property) yaitu harta yang merupakan hak bagi 
seluruh rakyat dan pengelolaannya menjadi 
wewenang negara, dimana negara berhak 
memberikan atau mengkhususkan kepada sebagian 
rakyat sesuai dengan ijtihad. Makna pengelolaan 
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oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang 
dimiliki oleh pemerintah untuk mengelolanya. 
Adapun kepemilikan negara ini meliputi  semua 
jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan 
kedalam jenis harta milik umum akan tetapi bisa 
digolongkan kedalam jenis harta milik indvidu. 
Harta milik negara ini juga merupakan hak milik 
umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi 
wewenang pemerintah. Dengan demikian cakupan 
keumuman hak milik yang dapat dikuasai oleh 
pemerintah ini lebih luas daripada sekedar hak 
umum dalam penjelasan diatas. Artinya seluruh 
rakyat dalam suatu negara yang wewenang 
pengelolaannya ada ditangan pemerintah. Akan 
tetapi hak milik negara ini dapat dialihkan menjadi 
milik individu jika memang kebijakan negara demi 




6. Hak Pemanfaat Sumber Daya Alam Dalam Islam 
Sumber daya alam  dalam pengertian umum 
yaitu sebagai suatu yang dipandang memiliki nilai 
ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya 
alam adalah komponen dari ekosistem yang 
menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi 
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 Sumber daya alam seperti air, 
udara, lahan minyak, ikan hutan, dan lain-lain, 
merupakan sumber daya yang esensial bagi 
kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau 
berkurangnya ketersediaan sumber daya alam seperti 
tercemarnya air sehingga susah mendapatkan air bersih, 
rusaknya lahan karena pertambangan akan berdampak 
besar pada kelangsungan hidup manusia. Pengelolaan 
sumber daya alam yang baik akan meningkatkan 
kesejahteraan umat manusia, namun sebaliknya 
pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik  akan 
berdampak buruk bagi lingkungan hidup. Oleh karena 
itu, persoalan mendasar dalam pengelolaan sumber 
daya alam adalah bagaimana mengelola sumber daya 
alam tersebut agar mendatangkan manfaat yang 
sebesar-besarnya bagi manusia dengan tidak 
mengorbankan lingkungkan hidup maupun kelestariaan 
sumber daya alam itu sendiri.
59
 
Pemanfaatan sumber daya alam yang ada dialam 
ini harus dikelola dengan mempertimbangkan 
kelestarian lingkungan, artinya memanfaatkan sumber 
daya alam seperlunya dengan tidak mengeksploitasi 
yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. 
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Disamping itu manusia juga memiliki kewajiban yang 
harus dipenuhinya yaitu menjaga keserasian dan 
keseimbangan ekosistem dan tidak membuat 
kerusakan-kerusakan baik terhadap binatang, tumbuh-
tumbuhan maupun jenis-jenis makhluk lain. 
Pemanfaatan sumber daya alam menurut al-Qur’an 
berdasarkan materinya diklasifikasikan sebagai berikut: 
a. Pemanfaatan sumber daya laut 
Laut merupakan salah satu bagian dari 
wilayah bumi yang dianugerahkan oleh Allah 
kepada manusia yang didalamnya mengandung 
aneka sumber daya laut yang sangat bernilai untuk 
dieksplorasi, dikelola, dan dimanfaatkan seoptimal 
mungkin demi memenuhi kebutuhan hidup dan 
kesejahteraan masyarakat. Laut sebagai aset publik 
yang tidak bisa dikuasai oleh individu. Oleh karena 
itu membutuhkan peran negara dalam pengelolaan 
potensi kelautan sehingga dapat menompang 
perekonomian nasional. Ragam pemanfaatan 
potensi laut sebagaimana diinformasikan dalam 
ayat-ayat al-Qur’an tentang ragam potensi sumber 
daya laut, diantaranya yaitu : sebagai sumber 
pangan, sumber energi, tambang, mineral dan 





b. Pemanfaatan sumber daya air 
Air sebagai sumber kehidupan menjadi 
kebutuhan pokok manusia, tanpa air manusia, 
hewan dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup 
karena air adalah materi yang paling vital dalam 
kehidupan semua makhluk. Seperti firman Allah 
SWT dalam surat Al-Anbiya ayat 30 berikut : 
            
                   
         (60(٣٦:  االنبياء 
Artinya :”Dan apakah orang-orang kafir 
tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya 
dahulu menyatu, kemudian Kami pisahkan antara 
keduanya; dan Kami jadikan segala sesuatu yang 
hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak 
beriman?.” 
 
Pada dasarnya air adalah kekayaan yang 
mahal dan berharga. Akan tetapi, karena Allah 
SWT menyediakannya begitu  melimpah, baik di 
laut, di sungai bahkan melalui hujan berakibat pada 
kurangnya manusia menghargai air sebagaimana 
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mestinya. Hal ini terlihat dari tindakan penggunaan 
dan pencemaran air yang tidak terkendalikan. 
Seperti pencemaran limbah industri, zak beracun 
mematikan, zat kimia dll. Hal ini dapat 




Manfaat air secara gari besar dapat 
dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu : 
1. Air digunakan untuk bersuci dan kebutuhan 
kebersihan. Bersuci dalam arti umum yaitu 
dimanfaatkan untuk membersihkan diri, mandi, 
mencuci pakaian, dan membersihkan benda-
benda lahiriyah yang terlihat kotor, sedangkan 
dalam arti agamis air bisa membersihkan jiwa 




2. Air dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan 
pokok makhluk hidup (manusia, hewan, dan 
tumbuhan).  
3. Air sebagai sarana irigasi untuk mengairi lahan 
pertanian. Selain untuk memenuhi kebutuhan 
bersuci dan minuman manusai dan makhluk 
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hidup air juga berperan penting dalam 
ketahanan pangan pertanian 
4. Air dimanfaatkan sebagai sumber energi. Air 
bisa dimanfaatkan untuk menghasilan energi 
listrik. Sumber daya air menyediakan berbagai 
manfaat yang dibutuhkan oleh masyarakat jika 
dikelolaan dengan baik. 
 
c. Manfaat sumber daya angin  
Dalam al-Qur’an angin adalah udara yang 
bergerak akibat adanya perbedaan tekanaan udara 
dengan arah aliran angin dari tempat yang 
bertekanan rendah atau dari daerah yang memiliki 
suhu atau temperatur kewilayah beruhu tinggi.
63
 
Beberapa manfaat udara dijelaskan dalam al-qur’an 
diantaranya : 
1. Angin sebagai salah satu sumber energi 
2. Angin sebagai pembibit alami artinya angin bisa 
melakukan penserbukaan tanaman dengan alami 
tanpa bantuaan manusia dan mengawinkan satu 
bibit tanaman dengan tanaman lain yang 
bermanfaat untuk manusia tanpa bantuan tangan 
manusia 
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d. Manfaat sumber daya flora dan vegetasi 
Tumbuhan dan pepohonan merupakan 
penghuni bumi pertama dalam sejarah penemuan 
manusia, ahli sejarah memperkirakan bahwa 
pepohonan dan tumbuhan telah ada jauh sebelum 
adanya manusia dan hewan. Tumbuh-tumbuhan 
merupakan sumber daya alam yang tidak kalah 
pentingnya dengan sumber daya alam air dan 
hewan, karena tumbuh-tumbuhan ini merupakan 
sumber makanan bagi kehidupan manusia dan 
hewan. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-
An’am ayat 99 berikut : 
                    
                       
                 
                  
                     





Artinya :”Dan Dialah yang menurunkan air 
hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air 
itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami 
keluarkan dari tumbuhan-tumbuhan itu tanaman 
yang menghijau, dan Kami keluarkan dari tanaman 
yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari 
manyang kurma mengurai tangkai-tangkai yang 
menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami 
keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan 
tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu 
pohonnya berbuah, dan (perhatikan pulalah) 
kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian 





e. Pemanfaatan sumber daya fauna 
Binatang sebagai sumber daya mempunyai 
peran yang sangat penting dalam kelangsungan 
hidup dibumi seperti halnya tumbuhan, karena 
binatang merupakan unsur penting dalam rantai 
makanan. Jika binatang punah maka salah satu 
unsur rantai makanan terputus dan terjadi ketidak 
seimbangan dalam kehidupan bumi. Kedudukan 
alam ini mempunyai peran penting dalam 
                                                             
64
 Qur’an Terjemahan. 
53 
 
penyelenggaraan alam yang harmonis. Dalam 
kehidupan yang alami masing-masingnya 
mempunyai peran interaktif terhadap kelestarian 
ekosistem.  
Islam memberikan pandangan bahwa semua 
yang ada di bumi adalah karunia yang harus 
dipelihara agar alam ini menjagi stabil. Allah SWT 
telah memberikan karunua yang besar kepada 
semua makhluk dengan menciptakan gunung, 
mengembangbiakkan segala jenis hewan. Seperti 
dalam firman Allah SWT dalam surat Luqman ayat 
10 yang berbunyi : 
                     
              
                     
      65(٣٤:  )لقمان 
 
Artinya :”Dia menciptakan langit tanpa 
tiang sebagaimana kamu melihatnya dan Dia 
meletakkan gunung-gunung (di permukaan) agar ia 
(bumi) tidak menggoyangkan kamu; dan 
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memperkembangbiakkan segala macam jenis 
makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan 
Kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami 
tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-
tumbuhan yang baik.” 
Tanggung jawab manusia untuk menjaga 
kelangsungan makhluk hidup itu kiranya yang 
mendasari Nabi Muhammad SAW untuk 
mencadangkan lahan-lahan dalam kawasan lindung 
(dalam syariat dikenal dengan istilah hima), untuk 
tidak boleh digarap. Rasulullah mencadangkan hima 
semata-mata untuk menjaga ekosistem suatu tempat 
agar dapat terpenuhi kelestarian malhluk hidup yang 
hidup di dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW 
juga melarang membunuh binatang dengan cara 
menganiaya yaitu dengan cara menahan 
(mengurung) dalam keadaan hidup kemudian 
melemparnya hingga mati. Nabi mmenganjurkan 
apabila akan menyembelih hewan harus 
menyembelihnya dengan pisau yang tajam agar 
tidak menyiksa serta menyebabkan hewan itu lama 
dalam keakitan. 
Menurut Izz Al-Din Abd Al-Salam dalam 
kitab Qawaid al-Ahkam hak-hak hewan yang harus 




1. Menyediakan makan bagi mereka 
2. Tidak menempatkan hewan bersama dengan 
segala sesuatu yang dapat melukainya 
3. Menyembelih dengan adab baik 
4. Memberikan kenyamanan pada tempat istirahat 
dan tempat minumnya 
5. Menempatkan jantan dan betina pada satu 
tempat (bersama) pada musim kawin 
6. Tidak boleh membuang hewan 
7. Tidak boleh menembak hewan yang 




C. Tinjauan Pustaka 
Penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu, 
terkait dengan skripsi penulis sebagai berikut : 
1. Skripsi “Dampak Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 Terhadap pendapatan 
nelayan Kepiting dikelurahan nelayan Indah Kecamatan 
Medan Labuhan. Fokus penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui dampak Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan terhadap pendapatan nelayan Kepiting di 
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2. Skripsi “Perlindungan sumber daya perikanan untuk 
menjamin terwujudnya pembangunan perikanan 
berkelanjutan (Studi terhadap pelaksanaan perlindungan 
Lobster, Kepiting dan Rajungan berdasarkan Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/MEN-
KP/2016 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan 
Rajungan) di Kabupaten Jepara. Dalam penelitian ini 
diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor 56/MEN-KP/2016 dikarenakan 
keberadaan dan ketersediaan Lobster, Kepiting dan 
Rajungan telah mengalami penurunan populasi, 
sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapan 
terhadap ketiga jenis spesies tersebut”
68
 
3. Skripsi “Analisis Sadd Al-Dhari’ah dan Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 
Nomor 56 Tahun 2016 terhadap Praktik Penangkapan 
dan Penjualan Rajungan di Desa Socorejo Kecamatan 
Jenu Kabupaten Tuban. Fokus penelitan pada skripsi ini 
yaitu bagaimana praktik penangkapan dan penjualan 
rajungan serta menganalisis Sadd al-dhari’ah dan 
PerMen Kp No 56 Tahun 2016 di Desa Socorejo 











Fokus kajian-kajian karya ilmiah tersebut 
berbeda dengan fokus kajian dalam penelitian ini. 
Fokus penelitian ini yaitu  untuk melihat Implementasi 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster, 
Kepiting, dan Rajungan Khusus Lobster Pespektif 
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